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RUU PANGAN

Lahan Pangan Produktif dan Napas Ekoregionalisme

Hendriyo Widi

erlindungan lahan pa-
Png:m produktif menjadi

mapas Rancangan Un
dang-Undang tentang Peru-
hahan Ketiga atas Undang-Un-
dang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan alias RUU Pa-
ngan, Di sisi lain, RUU Pangan
membuka peluang bagi pem-
bangunan kawasan sentra pro-
duksi pangan herskala besar
alias food estate.

Untuk itu, ekoregionalisme
pangan juga perlu menjadi na-
pas RUU Pangan, Hal ini ditu-
jukan untuk mewadahi isu
lingkungan dan perubahan ik
lim, keberagaman pangan lo-

arakat lo-

Hal itu mengemuka dalam
diskusi publik "Membedah
Rancangan Undang-Undang
Pangan Menuju Sistem Pangan
54I1g '\dil Be

m, Berdaulat,
Jutan”, Diskusi ini
an Kehati secara

hibrida di Jakarta, Rabu
(9/9 "202(;)

dl n }.lmlm Ru:;ia (Panja)
Komisi IV DPR dan dalam ta-
hap penjaringan aspirasi pub-
lik. RUU tersebut memperluas
arsitektur UL Pangan dari 17
bab dengan 154 pasal menjadi
19 bab dengan 198 pasal.
Dalam diskusi itu, anggota
Janja RUU Par Komisi 1V
DI’R, Riyono, meng;
RUU Pangan bukan sckadar
menambal bab dan pasal.
RUL itu juga harus menjawab
perubahan em pangin di
tengah tekanan krisis iklim,
h)nl‘]llr. }.,LO])()]]llk dan frag-
asi Lata kelola pangan,
I‘:uu.,.m mumk.n win

tni .ull]

lanjutan Adil hﬂmrti pol:mi.
nel: , pelaku usaha, dan
sumen harus mendapatkan

perlindu g proporsio-
nal. Beragam, linjut Rivono,
berarti menjadikan pangan lo-
kal dan pola konsumsi berha-
sis polensi wilayah sebagai
arus utama. Berdaulat lm.lumk
pada keputusan strate
tumpu pada kapas
st dan kepentingan nasi
"Berkelanjutan berard
mengedepankan perlindungan
lahan pangan produktif, keta-
i air, biodiversitas, dan
mitigasi kehilangan pangan,
Berkelanjutan juga berarti pe-
nyelenggran p ngan tu!.lk
berhenti pada
berkes

il
Menurut dm. lmlmdun},a.n

i angan produksi menja-

s penting bagh RULT Pa-

ngan dan penyelenggaraan pa-

ngan berkélanjutan, Begitu pu-

T dengam pangan lokal yang

lama ink kurang opum.zl di-
angkan di setiap daerah
n kurang mendapatkan du-
g pemerintah pusat.

"Kedaulatan pangan dimulai
dari ruang produksi yang ter-
lindungi dan keber:
yang bernilai ekonomi,”
Riyono,

Menurut data Badan Pusat
Statistik dan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertan: asional (/

BPN), luas lahan
(LES) di Indone

kata

walht
pernah

mencapiai 8,2 juta hektar (ha)

pada 2015-2017. Luas LBS itu

menyusut menjadi 71 juta ha

pada 2018 dan sedikit bertam-
bah menjadi 746 juta ha pada
2019,

nun, pada 2024 dan
v yang dijadi
B ska sampel
area padi itu justiru berkurang
masing-masing menjadi 7,98
Juta ha dan 734 juta ha, De
ngan luasan LIS itu dan ke-
rsen LBS menjadi
lahan pangan pertanian berke-
lanjutan (LP2B), Indonesia ba-
kal memiliki 6,39 juta ha sa-
wah yang tidak boleh dialih-

fungsikan menjadi nonsawah.

Kementerian ATR/BPN juga
mencatat, pada 2015-2019, la-
han pertanian Indonesia ber-
kurang scluas 668145 ha. Ke-
mudian, pada 2019-202
alih fungsi lahan pe
berkurang menjad
Dari luasan itu, 144
berstatus lahan sawah dilin-
dungi (LSD) dan LP2B.

Untuk itu, lanjut Riyono,
RUU Pangan menambahkan
poin penting dalam perlin-
dungan lahan. Salah satunya
adalah penyediaan peta lahan
produktifl secara real tinte guna
mencegah alih fungsi lashan
yang ik terkendali dap mem
perkuat pengawasan publik

Daerah yang mampu melin-
chungi lahan pertanian produk
tif1tu juga harus mendapatkan
insentif fiskal dari pemerintah

: sentif itu berbentuk
dana alokasi khusus.

Dalam draf RUL" Pangan;
pelindungan dan-pengembiang.
i lahan pertanian produktf,
serta peéngembangan pangan
lokal diatur dalam Bab IV ten-
Lang Ketersedioan Pangan. Pa-

nya, mengamanatkan pemerin-
tah pusat dan pemerintah dae-
rah untuk mempertahankan
dan mengembangkan lahan
pertanian produktif,
Sementara Pasal 12 Ayat |

mengatur tanggung jawabh pe-
merintah pusat dan dacrah
atas ketersediaan pangan dae-
rah bert pengembangan
produksi pangan lokal. Kemu-
dian, dalam Ayat 2, pemerin
tah daerah diminta menetap-
kan pangan lokalnya.

rdasarkan dokumentasi
m PROSEA (Plant Re-
of South-East Asia

il

b I
sies tanaman untuk pangan
dan tanaman bermanfaat yang
dimiliki Indon serta lerse-
bar dalam berbagai kategori.
Namun, baru sebagian kecil
yang dimanfaatkan secara op-
timal sehingga ketergantungan

pada komoditas pangan ter-
tentu masih tinggi,

Kelompok buah-buahan dan
kacang menjadi kategori de-

il pati 170 spesi-
nin i[li men-

an, manggis, kelor, padi lokal,
Jahe, kunyit, ubi kayu, serta
berbagai jenis rotan dan bam-
bu (Kompes, 0,/8/2020).

Celah RUU Pangan

15an I\L’hdll e nes

Luu.,un yang
berpotensi mengikis prinsip
keadilan dan berkelanjutan.
Hal itu terutama terkait pem-

bangunan kawasan sentra pro-
duksi pangan (KSPP), eadang-

an pangan, dan partisipasi ma-
syarakat.

Manajer Advokasi ]\l-hu !knu
Lingkungan Ya;
Muhamad Burhanudin ber-
pendapat, RUU Pangan masih
membuka celah bagi pende-
katan pangan berbasis ekspan-
si-kawasan, Hal itu terut
tercakup dalam Pasal 1
Huruf (F) yang memuat keten-
tuan "membangun Kawasan
Sentra Produksi Pangan™.
. ketentuan
it menempatkan pembangun-
an KSPP sehagai salah satu in
dizan [I.II]).,.]I'\

keberadaan
KSPP, melainkan pada ketinda
an kriteria ekologis yang tegas
mengenai di mana dan bagai-
mana kawasan pangan boleh
dikembang
Tanpa batas itu, lanjut Bur-
hanudin, ketentuan ini berisi-
koo memberikan legitimasi baru
bagi model pengembangan ka-
san pangan herskala besar
alias food estete, Pendekatan
ini perlu dikoreksi agar pe-
ningkatan produksi tidak di-
lakukan dengan mengorban-

masyarakat adat.

“RUL Pangan seharusnya

menggeser pendekatan dari
ekspansi kawasan menuju eko-
regionalisme pangan, yakni
mengembangkan pangan sesu-
E dukung lingkungan, bi-
sumber dayva lokal,
dan kearifan masyarakat,” kata
Burhanudin,

I menegaskan, ekoregiona-
lisme pangan perlu menjadi
napas RUL Pangan. Dengan
demikian, perlu ada tambahan
klausul dalam Pasal 12 Ayat 5
RUL Pangan, yakni "menye-
ikan produksi pangan
rkan prinsip ekoregio-
:rta perlindungan
gkungan hidup”, dan
definisi ekoregionaliseme pa-
ngan dalam Pasal 1.

Sementara it, Manajer
Lkosistem Pertanian Yayasan
Kehati Puji Sumedi mengung-
kap persoalan lain dalam draf
RUU Pangan, yakni perihal ca-
dangan pangan. Cadangan pa-
ngan distur dalam Bab TV Pa-
sul 34 yang mencakup cadang-
an pangan pemerintah dan ca-
dangan pangan m akat.

Menurut Puji, RUU Pangan
memang mengatur kekurang-
an pangan, gejolak harga, ben-
cana, dan keadaan darurat. Na-
mun, RUU itu belum secara
lf_'g:ls menjawah ketidakmera-

taan ketersediaan dan akses
pangan antarwilayah. Padahal,
Indonesia dapat mengalami
surplus nasional sekali-
gus kekurangan pangan di wi
layaly tertentu akibat hambat-
an logistik dan keterisolasian.

“Ketahanan pangan tic
boleh diukur hanya dar
rapa penuh gudang nasio
oleh beras, Yang lebih penting
adalah apakah pangan be
benar sampai kepada ma-
akal atau wils

pangan lnkAl yang be
seluruh wilayah Indonesia,”

ungkap Puji.
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